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TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN 
PERKARA PERCERAIAN  




Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian 
perkara perceraian, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara perceraian, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perkara 
perceraian.Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan normatif dan 
menggunakan pendekatan secara kualitatif.Jenis penelitian deskriptif.Metode 
analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. 
Dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri dimulai 
dengan mengajukan gugatan perceraian bagi yang beragama non islam ke 
Pengadilan Negeri, kemudian menunggu pemanggilan para pihak oleh Pengadilan 
Negeri untuk melakukan sidang pemeriksaan perkara perceraian sesuai dengan 
waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri dan para pihakpun datang ke 
Pengadilan Negeri, Hakim memulai sidang pemeriksaan perkara dengan 
pembacaan gugatan perceraian oleh hakim dilanjutkan jawaban dari tergugat, lalu 
dilanjutkan replik penggugat dan duplik tergugat dilanjutkan dengan agenda 
pembuktian, setelah pembuktian selesai maka penggugat dan tergugat membuat 
kesimpulan, setelah itu baru putusan dari Hakim dibacakan. Adapun akibat hukum 
setelah terjadinya perceraian terhadap hubungan suami dan isteri dapat dilihat pada 
kasus ini bahwa setelah terjadinya perceraian maka hubungan hukum antara suami 
dan isteri benar-benar telah putus dan mereka mendapatkan status baru, duda bagi 
suami dan sebutan janda untuk isteri.Pada kasus ini juga terdapat akibat hukum 
terhadap pengasuhan anak dari pasangan suami dan isteri tersebut. 




The purpose of this study is to determine how the settlement process of a divorce 
case, to determine the consideration of the judge in deciding the case of divorce, to 
determine the legal consequences arising from a divorce case. This study uses 
normative approach and using a qualitative approach. Descriptive study.Data 
analysis methods used by the author is a qualitative approach. In the process of 
the settlement of divorce cases in the District Court begins by filing a lawsuit of 
divorce for religious non-Islamic to the District Court, then wait for the call of the 
party by the District Court to conduct a hearing divorce cases in accordance with 
the time specified by the District Court and the pihakpun dating to the Court State, 
Justice started hearing the divorce case with the reading of a lawsuit by the judge 
continued response from the defendant, then continued replik plaintiff and 
defendant duplik agenda continued with the evidence, after verification is 
complete, the plaintiff and the defendant to make conclusions, after which the 
verdict of the judge read out. As a result of the law in the aftermath of divorce on 
the relationship of husband and wife can be seen in this case that after the divorce, 





a new status, a widower for a husband and wife designation for the widow. In this 
case there are also legal consequences of the parenting of the couple husband and 
wife.  
 
Keywords: SETTLEMENT PROCESS OF A DIVORCE CASE 
 
1. PENDAHULUAN 
 Allah Yang Maha Indah sengaja menciptakan manusia secara berpasang-
pasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika 
kehidupan.Supaya romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-
laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang 
serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.
1
 
 Perkawinan telah diaturdalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha 
Esa).Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut secara 
langsung meyebutkan bahwa perkawinan itu ialah membentuk suatu ikatan batin 
antara suami dan isteri agar membangun keutuhan dalam rumah tangga dan saling 
melengkapi. 
 Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain 
untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh 
dengan kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya 
adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi 
kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggung jawab.Dari rumusan 
perkawinan tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya ikatan lahir 
atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan 
merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup 
bersama-sama sebagai suami isteri. Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk 
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mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang 
bersangkutan, keluarga dan masyarakat.
2
 
  Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami 
isteri takala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Soebakti SH 
mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan 
hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
3
 Sehubungan dengan apa 
yang telah dijelaskan diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 
mengenai proses penyelesaian perkara perceraian di wilayah kota Surakarta, di 
mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang 
seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. 
 Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah 
tangga ini di benarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 
19 huruf (d) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya Undang-
undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat 
digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu: (1) Salah satu pihak berbuat zina 
atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar 
kemampuannya (3) Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara 
selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri 
(6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan 
tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
 Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya di sebabkan oleh faktor tidak 
siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang  kemudian di 
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salurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban 
adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.
4
 
 Sejak di berlakukanya UU No. 1 tahun 1974 maka ketentuan tentang tata 
cara mengajukan cerai gugat bagi mereka yang beragama non muslimyang 
dilakukan di Pengadilan Negeri yang telah diatur dalam Undang-undang ini. 
Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 39 yang berbunyi sebagai 
berikut: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (3) Tata cara 
perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tersendiri. 
Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuainya 
dengan pedoman kepercayaannya tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan 
terlebih dulu diadakan metode atau cara tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat 
untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan 
bertindak sebagai hukum sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses 
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta? (2) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara 
perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta?(3) Apa akibat hukum yang timbul 
setelah perkara perceraian diputus oleh Hakim? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 
penyelesaian perkara perceraian (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara perceraian (3) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari 
perkara perceraian.Manfaat penelitian ini adalah: (1)Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis (2) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum (3) Hasil penelitian ini 
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diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan 
kepada masyarakat luas. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini 
adalah Pendekatan normatif, yaitu sehingga penulis akan mencari dan menganalisis 
kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian 
penyelesaian perkara perceraian.Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah: (1) Data sekunder, merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui 
pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang 
berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi dan (2) Data primer, merupakan 
sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui 
penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, 
yaitu:(1) Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari 
dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan 
(observasi), pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau 
tempat dimana objek berada. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Penyelesaian Perkara Perceraian 
Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri dimulai dengan 
mengajukan gugatan perceraian bagi yang beragama non islam ke Pengadilan 
Negeri, kemudian menunggu pemanggilan para pihak oleh Pengadilan Negeri 
untuk melakukan sidang pemeriksaan perkara perceraian sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri dan para pihakpun dating ke Pengadilan 
Negeri, Hakim memulai sidang pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan 
perceraian oleh hakim. 
Setelah pembacaan gugatan Majelis Hakim memberikan kesempatan atau 
waktu untuk para pihak agar bersedia untuk di mediasi dan apabila dalam proses 





untuk Tergugat agar menyiapkan jawaban gugatannya. Setelah dibacakan jawaban 
gugatan oleh Tergugat, maka selanjutnya adalah replik yang diajukan oleh 
Penggugat dan duplik oleh Tergugat. 
Dalam jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut dilakukan 
dengan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang mereka ajukan 
atau untuk menguatkan dalil-dalil mereka.Setelah itu batu hakim membuat 
kesimpulan pembuktian sebagai dasar untuk menentukan putusan kemudian hakim 
memberikan putusan terhadap para pihak. 
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan Putusan 
Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan 
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada 
tanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta Perkawinan 
tertanggal 29 Juli 2008 No : 0661/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dalam perkawinan antara 
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 
VANETTA SASCHA CHRISTINEVA yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 
Agustus 2009..  
Penggugat sudah berusaha untuk bersabar mencari cara untuk 
menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah terbina sekian 
lama akan tetapi tidak pernah berhasil lalu anak Penggugat dan Tergugat yang 
bernama VANETTA SASCHA CHRISTINEVA yang lahir di Surakarta pada 
tanggal 20 Agustus 2009 yang saat ini masih dibawah umur dan masih 
memerlukan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai 
wali dari anak tersebut. 
Terhadap dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan, pertengkaran atau 
percekcokan dan KDRT tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya 
namun Tergugat membenarkan pernah ada pertengkaran di antara keduanya karena 
Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat ; 
Pasal 1865 KUH Perdata / pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang 
yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri 
maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan 





Dengan demikian dapat disimpulkan gugatan penggugat bahwa penggugat 
mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat dikarenakan ada ketidak cocokan 
antara penggugat dengan tergugat, dan telah terjadinya suatu tindakan KDRT 
terhadap penggugat yang dilakukan oleh tergugat. 
Tidak betul kalau sering terjadi percekcokan yang tak kunjung henti. 
Percekcokan tersebut adalah percekcokan biasa yang sering terjadi pada umumnya 
pada rumah tangga dan tidak ada KDRT yang terjadi, tidak benar pada tanggal 11 
Maret 2013 pukul 23.30 WIB terjadi KDRT, tetapi yang terjadi adanya 
pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat 
adanya orang ketiga, dan pertengkaran tersebut sudah selesai. Ternyata setelah 
pertengkaran Penggugat justru pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah 
orang tuanya di Tawangsari Sukoharjo tanpa pamit Tergugat dan Tergugat masih 
mencintai Penggugat dan masih mengharapkan Penggugat untuk kembali ke 
rumah.  
Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya dan tetap 
mempertahankan rumah tangganya yang selama ini telah dibangun bersama 
Penggugat, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang 
membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu dan 
Tergugat juga menolak permohonan Penggugat yang meminta ditetapkan sebagai 
wali atas VENETTA SASCHA CHRISTINEVA, karena sudah jelas VENETTA 
SASCHA CHRISTINEVA masih mempunyai orang tua kandung yaitu Penggugat 
dan Tergugat sehingga tidak memerlukan wali. 
Dengan demikian dapat disimpulkan dari bantahan tergugat bahwa tergugat 
keberatan terhadap gugatan yang diajukan kepada dirinya dari penggugat, karena 
tergugat masih sangat mencintai penggugat dan berjanji untuk merubah sikapnya 
untuk menjadi lebih baik lagi.Tergugat menolak terhadap hak asuh anak yang jatuh 
ditangan penggugat karena tergugat sangat menyayangi anaknya tersebut.Untuk 
perbuatan KDRT yang ditujukan kepada dirinya, tergugat tidak pernah merasa 
melakukan perbuatan tersebut. Dasar hukumyang digunakan ialah Peraturan 
Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal19 huruf f disebutkan “antara suami istri 





hidup rukun lagi dalam rumah tangga“,maka alasan ini dapat digunakan oleh 
Penggugat untuk mengajukan gugatanperceraian. 
Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 
Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat 
dengankedua belah pihak untuk mengetahui apakah benarantara Penggugat dan 
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus dan tidak 
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Berdasarkan dasar hukum yang telah digunakan oleh Majelis Hakim, maka 
dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang cukup dari penggugat yang 
mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dapat diterima. 
Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal19 huruf 
f disebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“,maka alasan ini 
dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatanperceraian. Bahwa hal-
hal yang diakui atau tidak dibantah secara tegas tidak perlu dibuktikan. Sebelum 
memeriksa apakah telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 
antara Penggugat denganTergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah 
perkawinan Penggugatdan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, dan apakah 
dari perkawinanmereka telah dilahirkan keturunan ; 
Selanjutnya untuk mengetahui apakah benarantara Penggugat dan Tergugat 
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,dan sesuai dengan pasal 22 
ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, makaMajelis Hakim telah 
memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengankedua belah pihak. 
Keterangan saksi-saksi/ keterangan keluargayang dekat dengan kedua belah 
pihak, dihubungkan dengan bukti surat-surat yangdiajukan oleh kedua belah pihak, 
dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan . Tergugat dalam jawaban dan 
kesimpulannyakendati telah menyangkal dalil Penggugat namun secara tersirat 
Tergugatmembenarkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 
namunhal tersebut dipandang sebagai hal yang biasa dalam kehidupan rumah 





Menurut Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 534 
K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dinyatakanbahwa dalam hal perceraian tidak 
perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokanatau salah satu pihak telah 
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihatadalah perkawinan itu sendiri, 
apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ; 
Kenyataan-kenyataan di atas dapatlahdisimpulkan bahwa keadaan rumah 
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi karena sering terjadi 
perselisihan dan pertengkaran bahkan antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah 
ranjang/hidup berpisah selama lebih kurang6 bulan, maka alasan Penggugat telah 
terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus antara Penggugat dan 
Tergugat dan tidak ada harapan untuk dapathidup rukun lagi dalam rumah tangga 
menurut hemat Majelis telah cukupterbukti, sedangkan Tergugat tidak bisa 
membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ; 
Sehingga terdapat dalam Amar Putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan 
gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menyatakan perkawinan antara 
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan 
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 0661/2008 putus karena perceraian dengan akibat 
hukumnya (3) Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 
VANETTA SASCHA CHRISTINEVA yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 
Agustus 2009 dibawah penguasaan Penggugat (4) Memerintahkan kepada Panitera 
Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 
(satu) exemplar salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian antara Penggugat 
dan Tergugat ke dalam register perceraian dari tahun yang sedang berjalan          
(5) Menghukum Tergugat untuk biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga 
kini ditaksir sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; 
Berdasarkan poin-poin yang telah dituliskan penulis diatas terhadap 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan ialah penulis 





ini semua bukti yang ada dalam persidangan sepenuhnya berpihak kepada 
penggugat.Sedangkan bukti dari tergugat tidak bisa menguatkan bantahan dalilnya. 
3.3 Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian 
Bedasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat melihat akibat hukum dan 
pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat dalam mengadili dengan 
mengabulkan gugatan penggugat.Hal ini didasari dari fakta-fakta yang didapat dari 
persidangan bahwa putusan tersebut. 
Pertama, Terhadap hubungan suami isteri.Dapat dilihat pada kasus ini 
bahwa setelah terjadinya perceraian maka hubungan hukum antara suami dan isteri 
benar-benar telah putus dan mereka mendapatkan status baru, duda bagi suami dan 
sebutan janda untuk isteri. 
Kedua, Pada kasus ini juga terdapat akibat hukum terhadap pengasuhan 
anak dari pasangan suami dan isteri tersebut. Dalam kasus ini tentu saja anak dari 
pasangan suami isteri tersebut akan dalam pengasuhan ibunya. Pada umumnya 
apabila anak yang masih di bawah umur, maka hak untukmemelihara dan 
mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuaidengan 
ketentuan agama dan juga peraturan perundang-undangan yang berlakusekarang 
khususnya dalam UU Perkawinan beserta peraturan pelaksananya,disebabkan 
bahwa anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dariseorang 
ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untukmembiayai 
kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampaidewasa. Hal 
yang sama juga diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakartadalam 
putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.Ska, dimana dalam kasus cerai gugattersebut 
Penggugat sebagai ibu diserahkan kewajiban untuk memelihara dan mendidikanak 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri 





sidang pemeriksaan perkara, menyusun surat gugatan, mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri melaui penitera, dan menunggu panggilan sidang.Kedua, tahap 
sidang pemeriksaan perkara, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dan 
duplik, Hakim menentukan putusan.Ketiga,pelaksanaan putusan meliputi secara 
sukarela maupun secara paksa dengan cara eksekusi. 
Kedua, dalam Putusan perkara ini bahwa Hakim telah memberikan 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam 
menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian yaitu 
Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Majelis 
Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengankedua 
belah pihak untuk mengetahui apakah benarantara penggugat dan tergugat telah 
terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dasar hukum yang telah 
digunakan oleh Majelis Hakim, maka dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-
bukti yang cukup dari penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap 
tergugat dapat diterima.Dengan demikian Majelis Hakim memutus sebagai 
berikut:(1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (2) Menyatakan 
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam 
kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan akibat hukumnya (3) 
Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama VANETTA 
SASCHA CHRISTINEVA yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2009 
dibawah penguasaan Penggugat. 
Ketiga, akibat hukum setelah terjadinya perceraian terhadap hubungan suami 
isteri yakni dapat dilihat pada kasus ini bahwa setelah terjadinya perceraian maka 
hubungan hukum antara suami dan isteri benar-benar telah putus dan mereka 
mendapatkan status baru, duda bagi suami dan sebutan janda untuk isteri. 
Sedangakt akibat hukum terhadap anak yakni dalam kasus ini tentu saja anak dari 
pasangan suami isteri tersebut akan dalam pengasuhan ibunya.  
4.2 Saran 
Pertama, saran bagi untuk penggugat yang dalam hal ini bertindak selaku 





seorang suaminya. Karena sebenarnya perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan 
patut dipertahankan hingga maut memisahkan. 
Kedua,saran bagi tergugat yang dalam hal ini bertindak selaku suami, 
diharapkan dalam setiap melakukan setiap tindakannya agar untuk dipikirkan 
terlebih dahulu. Karena sebenarnya perbuatan KRDT kepada istri itu adalah 
perbuatan yang sangat tidak baik dan hal itu dilarang dalam Undang-Undang. 
Ketiga,saran bagi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan 
mengadili perkara gugatan perceraian, diharapkan harus cermat dan teliti dalam 
memeriksa perkara tersebut. 
Keempat, saran bagi masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu 
bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum, 
yang salah satunya melihat perlakuan KDRT. Apabila memang melihat kejadian 
seperti diharapkan untuk masyarakat secara aktif untuk melaporkannya kepada 
pihak yang berwenang. 
Persantunan 
Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya 
persembahkan kepada pertama, kedua orang tua saya yang selalu berdoa demi 
kebaikan saya, kedua, saudara-saudari saya yang selalu memberikan semangat, 
ketiga, dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan kepada saya, dan 
beserta dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
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